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PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGINOMOR: Z2 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu pajakyang diserahkan pengelolaannya ke Daerah yang selama inidikelola oleh Pemerintah adalah Pajak Air Tanah:

a.

bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PajakDaerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurufa dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang PajakAir Tanah.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah PropinsiSumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 20),
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

2.

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3662) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4999):

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3419),

4

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang BadanPenyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Namor 40, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 3643),

5.

N

Pe Halaman 1



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan PajakDaerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987),

6.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3821)

7.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189),

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

9.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Taribahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377),
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389):
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LembaranNeraga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRestribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049):
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059):
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata CaraPelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam PenyelenggaraanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3866):
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165):
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859),
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5161):
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis PajakDaerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala DaerahAtau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5179):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2008:
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2000 tentangPenyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota BukittinggiTahun 2000 Nomor 100):
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran DaerahKota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05),
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota BukittinggiTahun 2006 Nomor 08):
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahKota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03),
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04),
Peraturan Darah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinngi Tahun 2008Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTNGGI

dan
WALIKOTA BUKITTINGGI
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kota Bukittinggi:
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh
Pemerintah Daerah Gan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945:
Pemerintah Daerah adalah Walikota Bukittinggi dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah:

3.

Walikota adalah Walikota Bukittinggi:4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah, "

5.

. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota6.
Bukittinggi yang mengelola dan memungut pajak air tanah:
Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidangPerpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan:
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah:

7.

8.
Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawahpermukaan tanah:

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satukesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan usaha tetap,
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongpajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakansesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah,Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalammasa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah:
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepadaDaerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsungdan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuranrakyat:
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dataobjek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampaikegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya:Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalahSurat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungandan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atauharta dan kewajiban sesuai dengan peraturan daerah ini:
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah buktipembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakanformulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempatpembayaran yang di tunjuk oleh Walikota,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah suratpajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKBadalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnyasanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnyadisingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahanatas jumlah pajak yang telah ditetapkan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalahsurat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnyadengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan selanjutnya tidak adakredit pajak,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLBadalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaranpajak karena jumlah kredit pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajakyang seharusnya terutang:
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah suratuntuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bungadan/atau denda:
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkankesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapanketentuan tertentu di dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerahyang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan PajakDaerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulandan Surat Keputusan Keberatan,
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadapSurat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atauterhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehwajib pajak,
Banding adalah upava hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak ataupenanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding,berdasarkan peraturan Perundang undangan perpajakan yang berlaku:Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadapSurat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak:Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untukmengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi, harta, kewajiban,modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahanbarang atau jasa, yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca danlaporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut:Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban Perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangkamelaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah:Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk meneliti serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana Perpajakan Daerah yangterjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak kepada orang pribadi atau Badan atassetiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
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Pasal 3
(1) Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(2) Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah :

a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumahtangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta untuk saranaperibadatan,
b. Pengambilan dan/atau pemanfataan air tanah lainnya yang diatur denganPeraturan Daerah.

Pasal 4
Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukanpengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 5
Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukanpengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB IIIDASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

(1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalamrupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

a. Jenis sumber air:
. Lokasi sumber air:
Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,

. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan:Kualitas air, dan

b.

d.
e.

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ataupemanfaatan air.
f

(3) Besarnya Nilai Perolehan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Pasal 7

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 206 (dua puluh persen).
Pasal 8

Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air tanah diambil.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagiWajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 11
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air tanah.
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(2)

(3)

(4)

(1)

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 12
Pemungutan pajak dilarang diborongkan.(1

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan PeraturanPerundang-Undangan Perpajakan.
Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapanKepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yangdipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa notaperhitungan.

Pasal 13
Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

(1

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD ataudokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) diaturdengan Peraturan Walikota.

(2)

BAB VII
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 14
Walikota dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar:b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bungasebesar 2” (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulansejak saat terutangnya pajak.

(2)

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayarandikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 26 (dua persen) sebulandan ditagih melalui STPD.

(3)

BAB vrIlTATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 15

Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajakyang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnyapajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajibpajak.
SKPD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan PutusanBanding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambahmerupakan dasar penagihan pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktupaling lama I(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(2

Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelahmemenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepadawajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengandikenakan bunga sebesar 246 (dua persen) sebulan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempatpembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur denganPeraturan Walikota.

(4)
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(4)

(1)

Pasal 16
Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau kurangdibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan.

(2

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 17
Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksinya karena hal-hal tertentu.

(dl

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajaksebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
(2

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yangditunjuk atas suatu :

a. SKPD,
b. SKPDLB: dan
c. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuanperaturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertaialasan- alasan yang jelas.

(2)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejaktanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangkawaktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3)

Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikitsejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
(4

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehinggatidak dipertimbangkan.

(S)

Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabatyang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatatsebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

(6

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak danpelaksanaan penagihan pajak.
(7)

Pasal 19
Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggalSurat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yangdiajukan.
Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

(2

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat danWalikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebutdianggap dikabulkan.

(3)
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Pasal 20
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada PengadilanPajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh KepalaDaerah.
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan secaratertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusankeberatan tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajaksampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

1

Pasal 21
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atauseluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambahimbalan bunga sebesar 246 (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluhempat) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajakdikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50Y6 (lima puluh persen) darijumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yangtelah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratifberupa denda sebesar 506 (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak dikenakan.
(S5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajakdikenai sanksi administratif berupa denda 1006 (seratus persen) dari jumlahpajak berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yangtelah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPANDAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22
(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Walikota dapatmembetulkan SKPD STPD dan SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapatkesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapanketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.(2) Walikota dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, dendakenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-UndanganPerpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafanwajib pajak atau bukan karena kesalahannya:b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD dan SKPDLB yang tidak benar:Mengurangkan atau membatalkan STPD,d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atauditerbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, dane. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangankemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusansanksi administratif Jan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajaksebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
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(4)

(S)

(6)

(7)

(1)

(3)

(5)

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23
Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota.
Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaranpajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.

(1

(2)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui danWalikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka
permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLBharus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaranpajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasiterlebih dahulu utang pajak tersebut.

(3)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannyaSKPDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2(dua) bulan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bungasebesar 24 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihanpembayaran pajak.
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24
Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampauiwaktu 5 (lima) tahun terhitung saat terutangnya pajak, kecuali apabila WajibPajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Dderah.
Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguhapabila: |

a. Diterbitkan Surat Teguran dan /atau Surat Paksa: atau
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib pajak, baik langsung maupun tidaklangsung.

(2

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Stftit Paksa sebagaimana dimaksudpada “ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggalpenyampaiah Surat Paksa tersebut.

Pengakuan
utang pajak

secara langsing sebagaitiana di #ksud pada ayat (2)huruf b adalah Wdjib Pajak dengan kesadararihya rtehyaldkuH masih mempunyaiutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemetintah Jaereh.Pengiklan utahg Pajak setara
dak langsung seblgaimidiia

dimaksud pada ayat(2) huruf b dapat dikltahui ddti,
pengajf

an permolibfibh angsuran atau

(4

vb

penundaan pembayaran din permditnan kebbratan oleti Wajib Pejak.

TATA CARA PknaHAblvsan PirangPAJAK YANG KRbaruwarisA
Pisat 25

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi kdfend hak utituk inelakukanpenagihan sudah kedaluwarsa dapat ditiapuskan.

(1

Walikota menetapkan keputusan penghapusan pilitdiig pajak yang sudahkedaluwarsa sebagaimani pada ayat (1).
(2)

Tata cara penghiapusan piutang bajak yang sudah kedaluwarsa diatur denganPeraturan Walikota.
(3)
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BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26
Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturanperundang-undangan perpajakan.
Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yangmenjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajakyang terutang,
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan : dan/atau

(1

(2

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur denganPeraturan Walikota.

(3)

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27
Dinas/Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atasdasar pencapaian kinerja tertentu.

(1

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah tentangTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah.

(3)

BAB XVII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28
Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yangdiketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatanatau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.

1)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahliyang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu pelaksanaan ketentuanperundang-undangan perpajakan daerah.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)adalah :

(3

a. Pejabat dan Tenaga Ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalamsidang pengadilan,
b. Pejabat dan atau Tenaga Ahli yang ditetapkan oleh Walikota untukmemberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau instansiPemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangandaerah.
Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepadapejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimanadimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buktitertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk

(4

Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atauperdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukumacara perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana
Halaman 11
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(6)

(3)

(4)

dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan WajibPajak yang ada padanya.
Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibuat secaratertulis dan menyebutkan nama tersangka dan nama tergugat, keterangan yangdiminta, kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan denganketerangan yang diminta.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah KotaBukittinggi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukanpenyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(2)

Wewenang Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah,c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahanbukti tersebut,

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah,

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atautempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitasorang dan/atau dokemen sebagaimana dimaksud huruf e di atas,h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidangperpajakan daerah:
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi:
. Menghentikan Penyidikan,
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakpidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum dan dapatdipertanggungjawabkan. |

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melaluiPenyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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(1)

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Pejabat atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannyatidak memenuhi kewajiban merahasiakan ha! sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan segaja tidakmemenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinyakewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana dendapaling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

(2)

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

(3

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakantindak pidana pengaduan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

(4)

Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua aturan yang mengaturtentang pajak air tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : joresRunrI2O1I
WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

Diundangkan di '” : Bukittinggi
pada tanggal 110 rearunal 2011
Plt. SEKRETARIS"at BUKITTINGGI

.

HERRY RUSLI, SHPembina Utama Muda, NIP. 19570834 1980031005
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